
 

BUPATI PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
PERATURAN BUPATI PONOROGO 

NOMOR   90   TAHUN 2024 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 413 TAHUN 2023 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2024  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan 

tugas pokok dan fungsi DPRD Kabupaten Ponorogo, telah 
dilakukan penilaian dan kajian oleh KJPP Patuh Ansori 
Rahman dan Rekan sebagaimana tertuang dalam Laporan 
Kajian tanggal 15 Oktober 2024 Nomor 00008/2.0174-
01/K/11/0468/1/X/2024 mengenai Kajian Penilaian atau 
Appraisal terhadap Pemberian Tunjangan Transportasi Bagi 
Pimpinan DPRD Kabupaten Ponorogo; 

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan 
kepastian hukum, maka Peraturan Bupati Nomor 413 Tahun 
2023 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 
Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Perubahan atas 
Peraturan Bupati Nomor 413 Tahun 2023 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja 
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Surabaya dan Dati II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur 
dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat 
dan Daerah Istimewa Jojgakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 6322); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif  Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar 
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

   9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 5); 
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  11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 413 Tahun 2023 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2024; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI PONOROGO NOMOR 413 TAHUN 2023 TENTANG 
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN 
DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 
TAHUN ANGGARAN 2024. 

 
 

Pasal I 

Ketentuan dalam ayat (1) Pasal 11 Peraturan Bupati Ponorogo 
Nomor 413 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 
2024 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2023 Nomor 
413), diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 11 

(1) Tunjangan transportasi diberikan kepada Anggota DPRD 
setiap bulan, yang besarannya dihitung berdasarkan 
penilaian dari Appraisal yang ditunjuk, ditetapkan sebagai 
berikut: 
a. Besarnya Tunjangan Transportasi yang diberikan untuk 

Ketua sebesar Rp21.717.833,00 (dua puluh satu juta 
tujuh ratus tujuh belas ribu delapan ratus tigapuluh tiga 
rupiah); 

b. Besarnya Tunjangan Transportasi yang diberikan untuk 
Wakil Ketua sebesar Rp17.570.314,00 (tujuh belas juta 
lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus empat belas 
rupiah); 

c. Besarnya Tunjangan Transportasi yang diberikan untuk 
Anggota sebesar Rp12.955.971,00 (dua belas juta 
sembilan ratus lima puluh lima ribu semilan ratus tujuh 
puluh satu rupiah).                                  

(2) Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap tunjangan 
transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

 
 

Ditetapkan di Ponorogo  

pada tanggal 23 September 2024       

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 
 
Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 23-09-2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 90. 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

 
 
 

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H. 
NIP. 19680605 199303 1 003 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 23 September 2024 

BUPATI PONOROGO, 

TTD. 

SUGIRI SANCOKO 

Diundangkan di Ponorogo 

pada tanggal 23-09-2024 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PONOROGO, 

TTD. 

AGUS PRAMONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 90. 

S R‘~ dengan aslinya 

IAN HUKUM 
IAT DAERAH 

S 	~Thol  OSO, S.H., M.H. 10~0.-  
NI° 	 199303 1 003 
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